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Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang 
mememiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap pengoperasian Bus Trans 
Metro Pekanbaru. Terdapat beberapa masalah yang membuat peneliti ingin 
melalukan penelitian ini yaitu sering terjadinya penumpukan penumpang pada 
halte transit dan kurangnya fasilitas halte. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 
2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan dan 
untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan peraturan pada Trans Metro 
Pekanbaru. Jenis penelitian skripsi ini adalah deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif yaitu menyimpulkan hasil wawancara yang diperoleh dari jawaban 
responden kemudian dianalisa dengan menguraikan permasalahan yang ada 
sehingga memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan. Informan dalam 
penelitian ini sebanyak 8 orang yang ditentukan berdasarkan teknik purposive 
sampling, yang terdiri dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perhubungan 
Kota Pekanbaru, petugas halte, dan masyarakat pengguna Bus Trans Metro 
Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa analisis 
pelaksanaani Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang 
Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan Pada Trans 
Metro Pekanbaru yang meliputi Indikator Keamanan, Keselamatan, Kenyamanan, 
Keterjangkauan, Kesetaraan, dan Keteraturan. Pelayanan Minimal Angkutan 
Massal Berbasis Jalan Trans Metro Pekanbaru di nilai belum maksimal. Karena 
dari 6 yang menjadi sub indikator, 5 diantaranya belum sepenuhnya terlaksana. 
Faktor- faktor penghambat Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Angkutan 
Massal Berbasis Jalan pada Trans Metro Pekanbaru diantaranya yaitu Sumber 
Daya Finansial, Agen Pelaksana, dan Komunikasi antar Organisasi dan aktivitas 
pelaksana. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Perkembangan zaman yang terjadi dari tahun ke tahun,menyebabkan 
terjadinya suatu perubahan besar dalam kehidupan, sampailah pada zaman sekarang 
ini yaitu zaman modern. Perkembangan tersebut menimbulkan besarnya aktifitas 
dan kebutuhan bagi manusia, sehingga menuntut tersedianya sarana dan prasarana 
yang baik, serta pelayanan yang berkualitas pula. Pemerintah mempunyai peranan 
penting untuk menyediakan layanan publik yang prima bagi semua penduduknya 
sesuai yang telah diamanatkan, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang pelayanan publik. Pelayanan publik (Public Service) merupakan segala 
macam kegiatan dalam berbagai bentuk pelayanan dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara atau penduduk 
atas suatu barang atau jasa dan menjadi tanggung jawab pemerintah yang 
disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. 
Penyelenggara pelayanan publik adalah lembaga dan petugas pelayanan publik baik 
pemerintah maupun Badan Usaha yang menyelenggarakan pelayanan publik. 
Pelayanan publik dapat dijadikan standar tolak ukur dari hasil kinerja 
pemerintah dalam melayani masyarakat. Kualitas pelayanan publik mencerminkan 
kinerja dari pemerintah itu sendiri apakah sudah berjalan dengan baik atau masih 
ada yang perlu dibenahi. Keberhasilan pemerintah dalam membangun pelayanan 




   
 
komponen tersebut sudah bisa dilaksanakan dengan baik, maka kualitas pelayanan 
publik yang dihasilkan pun bisa berjalan dengan baik. 
Salah satu pelayanan publik yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia 
adalah pelayanan transportasi umum. Pembangunan transportasi di Indonesia 
berpedoman pada sistem transportasi nasional, yang diarahkan untuk mendukung 
Indonesia menjadi lebih sejahtera dan mewujudkan Indonesia yang aman, adil, dan 
demokratis. 
Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 
Daerah, berkaitan erat dengan perubahan kebijaksanaan desentralisasi di Indonesia. 
Undang-undang ini membawa pergeseran paradigma terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan mulai dari pemerintahan pusat sampai pada pemerintahan desa. Inilah 
konsekuensi dari sebuah tuntutan kebijakan dan paradigma baru yang harus dipilih. 
Undang-undang ini telah memberikan otonomi yang jauh lebih besar kepada daerah 
otonom yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota. Otonomi daerah dianggap 
sebagai opsi yang tepat untuk meningkatkan derajat keadilan sosial serta distribusi 
kewenangan secara proporsional antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal penentuan kebijakan publik, penguasaan 
aset ekonomi dan politik serta pengaturan sumber daya lokal. 
Terkait dengan hal di atas, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 
Amandemen Keempat menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten 
dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai 




   
 
hakikatnya sangat menghargai hak-hak asal usul suatu daerah dalam mengatur dan 
mengelola rumah tangganya sendiri. Salah satu urusan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom adalah penyelenggaraan sistem transportasi yang sesuai dengan 
kebutuhan masing-masing daerah. Transportasi merupakan sarana yang sangat 
penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkukuh 
persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan 
negara. Pentingnya transportasi, baik darat, laut maupun udara, ini tercermin pada 
semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta 
barang. 
Penerapan otonomi daerah di Indonesia berdampak positif terhadap 
kemajuan daerah termasuk juga di Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru merupakan 
ibukota dari Provinsi Riau. Kota Pekanbaru terus menunjukkan peningkatan yang 
signifikan di berbagai sektor salah satunya adalah infrastruktur pelayanan 
transportasi umum. Perkembangan Kota Pekanbaru tentunya tidak terlepas dari 
permasalahan keamanan, keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Hal ini diatur 
dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 tentang 
penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan. Pada pasal 2 menjelaskan 
penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung 
kepada masyarakat yang dilakukan pemerintah daerah, badan usaha yang berbadan 
hukum, dan masyarakat guna mewujudkan lalu lintas yang selamat, aman, nyaman, 
cepat, lancar, tertib dan teratur. Selanjutnya pada pasal 24 ayat (1) menjelaskan 
bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atau menyediakan angkutan umum 




   
 
Dalam rangka pemenuhan kebutuhan transportasi untuk masyarakat demi 
terciptanya sarana transportasi yang baik, maka pemerintah Kota Pekanbaru 
meluncurkan transportasi berupa bus yang diberi nama Trans Metro Pekanbaru. 
Pada 18 Juni 2009 Pemerintah Pekanbaru secara resmi meluncurkan Trans Metro 
Pekanbaru sebagai transportasi massal yang menggunakan bus sebagai moda 
transportasi pilihan bagi masyarakat. Trans Metro Pekanbaru ini telah diresmikan 
penggunaannya oleh Mantan Walikota Pekanbaru, Bapak Drs.H. Herman 
Abdullah. Trans Metro Pekanbaru dipusatkan di Terminal AKAP Payung Sekaki 
yang sekarang sudah beroperasi melalui beberapa koridor yang diatur pada 
peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 46 Tahun 2016 tentang SOP pengoperasian 
koridor Trans Metro Pekanbaru di lingkungan pemerintah kota Pekanbaru. SOP 
tersebut meliputi :  Pramuda, Pramugara, Pengawas Lapangan, Petugas Mekanik, 
Tenaga Keamanan, Petugas Kebersihan, Pengelolaan Pendapatan, Kejadian dan 
Pelayanan Bus Trans Metro Pekanbaru. 
Tabel 1.1 Data Jumlah Penumpang dan Armada Trans Metro Pekanbaru 
Tahun Jumlah Penumpang Jumlah Armada 
2017 3.120.419 95 
2018 3.309.537 95 
2019 3.609.238 110 
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2019 
Berdasarkan pada data di atas menjelaskan jumlah penumpang dan Armada  
Bus Trans Metro Pekanbaru dari tahun 2017 - 2019 mengalami kenaikan. 
Masyarakat lebih memilih menggunakan angkutan umum ini dikarenakan lebih 
mudah,efisien dan tariff nya terjangkau yaitu Rp 3.000 untuk pelajar, Rp 4.000 




   
 
tahun 2009 tentang penetapan tariff dan pengelolaan keuangan tiket bus Trans 
Metro Pekanbaru. Dengan hanya sekali bayar, penumpang bus Trans Metro 
Pekanbaru bisa sampai ketempat tujuan mereka. 
Sedangkan Jumlah Armada ini terdiri dari bus besar dan bus kecil yang 
tersebar di 13 koridor di Kota Pekanbaru. Adapun trayek dari 13 koridor sebagai 
berikut: 
Tabel 1.2 Trayek Koridor Bus Trans Metro Pekanbaru 




Ramayana - (Uturn) Hotel Furaya - Jl 
Sudirman - MTQ - Jl Kharudin Nasution - Jl 
Raya Pasir Putih - Jl Pandau Permai 
2. 
1a 
(Awal Bros Sudirman- 
Bandara) 





Terminal BRPS - Jl Nangka Ujung - Jl Tuanku 
Tambusai - Jl Sudirman - Jl Harapan Raya - 




Rs Awal Bross - Jl Sudirman - (Uturn 
Bandara) - Jl Arifin Achmad - Jl Soekarno 
Hatta - Jl Hr Soebrantas - Simp Tabek Gadang 
- Simp Garuda Sakti -  Kampus UIN 
5. 
4a 
(Ramayana- Pasar Tangor) 
Ramayana - (Uturn) Hotel Furaya - Jl 
Hangtuah - Masjid Annur - Jl Hangtuah Ujung 
- Pasar Tangor 
6. 
4b 
( Ramayana – Term. Brps ) 
Ramayana - Jl Ratulangi - Pasar Bawah - Jl 
Riau - Jl Soekarno Hatta - Transmart - Jl 
Nangka - Jl Nangka Ujung- Term. Brps 
7. 
4c 
(Kantor Walikota – Komplek 
Kantor Walikota Baru) 
Walikota Lama - Jl Gajah Mada - Memutar 
Masjid Annur - Jl Hangtuah - Jl Hangtuah 
Ujung - Jl Badak - Tenayan Raya (Kawasan 
Perkantoran Pemko Baru) 
8. 
05 
( Pel. Sungai Duku – 
Sudirman ) 
Pelabuhan - Jl Tanjung Datuk - Jl Sutomo - 
SMPN 5 - Hangtuah - Jl Sutomo - Jl S Parman 
- Jl Pattimura - (Uturn) Man 2 - Sudirman 
9. 
06 
( Pandau – Term. Brps ) 
Pandau Permai - Jl Raya Pasir Putih - Jl 
Kharudin Nasution - Jl Soekarno Hatta - Pasar 
Pagi - Jl Hr Soebrantas - Simp Tabek Gadang 
- Jl Sm Amin - Jl Nangka Ujung 
10. 
7a 
(Tri Bakti - Pujasera Arifin 
Ahmad) 
Tri Bakti - Sudirman - (Uturn) Fly Over - Jl 
Nangka - Jl Paus - Paus Ujung - Jl Arifin 
Ahmad - Pujasera 
11. 7b 
Pujasera - (Uturn) Paus - Jl Rambutan - Jl 
Inpres - Jl Kartama - Jl Kharudin Nasution - 




   
 
(Pujasera Arifn Ahmad - 
Puskesmas Simpang Tiga) 
12. 
8a 
( Walikota – Unilak ) 
Kantor Walikota - Jl Ahmad Yani - Pasar 
Bawah - Jl Riau - Jl Riau Ujung - Jl Lintas 
Sumatra - Sakinah - Jl Paus Rumbai - Jl Yos 
Sudarso – Unilak 
13. 
8b 
( Unilak – Palas Raya ) 
Unilak - Jl Yos Sudarso - Simp Bingung - 
Muara Fajar - Kantor Camat Rumbai – Palas 
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2019 
Dari 13 koridor diatas, koridor yang paling banyak penumpangnya terdapat 
pada koridor 01 Ramayana- Pandau,02 Brps- Kulim dan 03 Sudirman- Uin. 
Dikarenakan ketiga koridor ini melewati pusat-pusat keramaian Kota Pekanbaru. 
Dengan semakin banyaknya jumlah penumpang tentu saja memerlukan 
armada bus yang banyak pula agar tidak terjadi penumpukan penumpang. Akan 
tetapi sering sekali terjadi penumpukan penumpang pada halte – halte transit, yaitu 
halte transit Pasar Dupa, Awal Bros Sudirman, kantor pos dan Walikota, Yang 
mana empat halte ini adalah pusat halte transit yang menghubungkan banyak 
koridor.Penumpukan sering terjadi terutama pada sore hari yaitu jam pulang kantor. 
Para penumpang menunggu kedatangan bus dengan waktu yang tidak pasti antara 
15 menit sampai dengan 60 menit,hal ini tergantung pada situasi lalu lintas. Selain 
terjadi penumpukan di halte, penumpukan penumpang juga akan terjadi didalam 
bus. Ketika satu armada bus yang baru datang dan penumpang sudah terlalu lama 
menunggu,mereka akan bergegas masuk kedalam bus walaupun kapasitas kursi 
didalam bus tersebut sudah penuh. Mereka rela berdiri dan berdesakan dengan 
penumpang lain selama diperjalanan, dari pada harus menunggu lagi bus yang lain 
datang.Banyak penumpang yang mengeluh terlambat untuk pergi ketempat tujuan 




   
 
Tabel 1.3 Data Jumlah Halte Bus Trans Metro Pekanbaru  2019 
NO NAMA RUAS JALAN 
TIPE HALTE 
Permanen Semi Permanen Portable 
1. Jendral Sudirman 20 3 3 
2. Kaharudin Nasution 6 6 9 
3. Imam Munandar 11 1 3 
4. Tuanku Tambusai 7 8 8 
5. Arifin Achmad 8 4 - 
6. HR Soebrantas 1 26 6 
7. Hangtuah - 24 15 
8. Pasir Putih 7 1 10 
9. Diponegoro - 2 1 
10. Pattimura - 1 1 
11. Sultan Syarif Qasim - 1 - 
12. M Dahlan - 1 - 
13. DR Soetomo - 1 3 
14. Tanjung Datuk 1 1 3 
15. Ir Juanda - - 1 
16. Siak - - 4 
17. Sakinah - 5 - 
18. Yos Sudarso - 1 - 
19. Paus - - 3 
20. Rambutan - - 4 
21. Kartama - 1 2 
22. SM Amin - 10 4 
23. Ahmad Yani - 7 3 
24. Riau - 7 8 
25. Soekarno Hatta - 22 13 
Total 61 131 104 
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2019 
 
Halte Trans Metro Pekanbaru memiliki 3 tipe halte yaitu Halte Permanen, 
Semi Permanen dan Portable. Perbedaan dari ketiga tipe halte ini berdasarkan dari 
segi infrastruktur nya yaitu: 
a. Halte permanen berbentuk kotak ditutupi dinding dan kaca dilengkapi 




   
 
b. Halte semi permanen bentuknya terbuka tidak ditutupi oleh dinding, tetapi 
juga dilengkapi tempat duduk dan tangga untuk akses naik dan turun 
penumpang. 
c. Halte portable yaitu hanya menyediakan fasilitas tangga sebagai naik dan 
turun tidak di lengkapi dinding dan atap, halte ini bisa dipindah tempatkan. 
Halte  sangat penting keberadaan nya sebagai fasilitas utama dalam akses 
naik dan turun penumpang pengguna busway. Kualitas halte juga perlu 
ditingkatkan.Ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi baik buruknya 
kualitas pelayanan, ada beberapa masalah pada halte dan fasilitas pendukung 
halte,seperti masyarakat kurang nyaman saat menunggu di halte yang  sudah tidak 
layak pakai seperti halte disamping jalan Bangau Sakti Panam dan Halte Pujasera 
Arifin Ahmad. Halte dengan jenis semi permanen itu tampak seperti akan roboh 
dengan atap dan tiang yang sudah miring- miring. Ini membuat penumpang merasa 
khawatir ketika menunggu dihalte tersebut. Lalu minimnya pencahayaan halte pada 
malam hari.Hampir semua halte tidak dilengkapi pencahayaan termasuk halte halte 
transit, sehingga masyarakat merasa takut untuk naik busway pada malam hari  Lalu 
tidak ada nya besi pegangan tangga naik turun nya penumpang dibeberapa halte 
sehingga mempersulit bagi masyarakat yang berumur dan masyarakat penyandang 
disabilitas. Kemudian tidak adanya tangga dengan permukaan datar yang 
diperuntukan untuk masyarakat yang menggunakan kursi roda. Lalu terdapat kaca 
halte yang pecah yang bisa membahayakan masyarakat terutama yang membawa 




   
 
bocor, sehingga masyarakat yang menunggupun merasa tidak nyaman pada saat 
hujan tiba. 
Trans Metro Pekanbaru adalah sistem angkutan dengan system by the 
service di wilayah perkotaan Kota Pekanbaru. Berdasarkan Peraturan Menteri 
Perhubungan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang standar pelayanan 
minimal angkutan umum massal berbasis Jalan. Jenis pelayanan yang dimaksud 
terdiri dari enam aspek,yaitu: 
a. Keamanan , yaitu standar minimal yang harus dipenuhi untuk terbebasnya 
pengguna jasa dari gangguan perbuatan melawan hukum dan rasa takut.  
b. Keselamatan , yaitu merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk 
terhindarnya dari resiko kecelakaan yang di sebabkan oleh faktor manusia, 
sarana dan prasarana 
c. Kenyamanan , yaitu merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk 
memberikan suatu kondisi nyaman, bersih, indah dan sejuk yang dapat 
dinikmati oleh pengguna jasa  
d. Keterjangkauan , standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan 
kemudahan bagi pengguna jasa mendapatkan akses Angkutan Massal 
Berbasis Jalan dan tariff yang terjangkau. 
e. Kesetaraan , yaitu merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk 
memberikan perlakuan khusus berupa aksesbilitas, prioritas pelayanan, dan 
fasilitas pelayanan bagi pengguna jasa penyandang cacat, manusia usia 




   
 
f. Keteraturan , merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk 
memberikan kepastian waktu pemberangkatan dan kedatangan mobil bus 
serta tersedianya fasilitas informasi perjalanan bagi pengguna jasa. 
Standar pelayanan di atas menjadi suatu tolak ukur bagi Dinas Perhubungan 
dalam penyelenggarakan angkutan umum terkhusus Trans Metro Pekanbaru 
sehingga tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat yang menggunakan jasa 
tersebut. Tidak hanya di dalam bus namun juga harus memperhatikan kondisi halte 
dan dibangun dengan layak sesuai standar yang telah di tentukan. Terpenuhinya 
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dari Pemerintah sangatlah penting 
dan harus lebih di perhatikan demi tercapainya tujuan agar masyarakat terdorong 
untuk menggunakan kendaraan umum / busway untuk berpergian sehingga dengan 
begitu dengan meningkatnya minat masyarakat dalam menggunakan busway dapat 
mengurangi kemacetan serta polusi di Kota Pekanbaru. 
Berdasarkan uraikan diatas, dengan melihat sering terjadinya penumpukan 
penumpang pada halte transit dan permasalahan di fasilitas halte,maka penulis 
tertarik untuk meneliti lebih lanjut perihal tentang transportasi massal berbasis jalan 
di Kota Pekanbaru dalam hal ini Trans Metro dengan judul “Analisis Pelaksanaan 
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Standar 






   
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis 
dalam penelitian ini menerapkan perumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 
2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan 
pada Trans Metro Pekanbaru? 
2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan 
Massal Berbasis Jalan pada Trans Metro Pekanbaru? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 
tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 
Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal 
Berbasis Jalan pada Trans Metro Pekanbaru  
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal 
Angkutan Massal Berbasis Jalan pada Bus Trans Metro Pekanbaru  
1.4 Manfaat Penelitian 
Dari penelitian yang dilakukan maka penulis mengharapkan dapat 






   
 
1. Praktis  
Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat yang 
membutuhkan informasi mengenai Kebijakan Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal 
Angkutan Massal Berbasis Jalan pada Trans Metro Pekanbaru dan dapat 
menjadi bahan masukan bagi Pemerintah dalam mengelola transportasi 
publik. 
2. Akademis  
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam pengkajian 
masalah Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor  27 Tahun 2015 
Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan pada 
Trans Metro Pekanbaru 
3. Bagi Masyarakat  
Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan ruang 
kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya menggunakan Trans Metro 
sebagai jasa Angkutan Massal Serta lebih berperan aktif untuk memberikan 
dan mengawal kebijakan dari Pemerintah. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Dalam memperoleh gambaran umum yang sitematis serta lebih terarahnya 
penulisan penelitian ini, maka penulis merasa perlu mengklarifikasi sistematika 






   
 
BAB I   PENDAHULUAN  
Dalam BAB I pendahuluan berisikan tentang latar belakang, 
perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 
penulisan.  
BAB II   LANDASAN TEORI 
Dalam BAB II berisi landasan teori yang nantinya akan sangat 
membantu dalam analisis hasil-hasil penelitian dengan 
permasalahan yang dibahas oleh peneliti. 
 BAB III   METODE PENELITIAN 
Dalam BAB III metode penelitian yang berisikan tentang lokasi, 
populasi, dan sampel, jenis dan sumber datateknik pengumpulan 
data dan teknik analisis data. 
BAB IV     GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN  
Dalam BAB IV berisikan sejarah objek penelitian, aktivitas objek 
penelitian, struktur organisasi objek penelitian.  
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Dalam BAB V berisikan hasil penelitian yang dilakukan dan 
pembahasan terhadap hasil penelitian.  
BAB VI PENUTUP 
Dalam BAB VI berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian 








2.1 Kebijakan Publik 
Menurut Eulau dan Prewitt yang dikutip oleh Agustino (2008:6) dalam 
bukunya Dasar-Dasar Kebijakan Publik mendefinisikan kebijakan publik sebagai 
keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan tingkah laku 
dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. 
Sedangkan menurut Dye dalam Agustino (2008:6), kebijakan publik adalah apa 
yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Rose dalam 
Agustino (2008:7) juga mendefinisikan kebijakan publik adalah sebagai sebuah 
rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan 
memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan. 
Dari berbagai pengertian di atas kebijakan publik adalah serangkaian 
tindakan yang dibuat oleh pemerintah atau bersama dengan para aktor politik dalam 
rangka mengatasi berbagai permasalahan publik guna mencapai tujuan yang 
diinginkan demi kepentingan khalayak ramai. 
2.2 Pelaksanaan 
Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 
yang sudah disusun secara matang dan terperinci, Pelaksanaan biasanya dilakukan 
setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa 
diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai 
evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah 






Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan 
bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. 
Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar 
aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-
sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. 
Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk 
melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirimuskan dan 
ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat- alat yang diperlukan, siapa 
yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara 
yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah 
program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, 
langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan 
guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Dari pengertian yang 
dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya 
pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan 
dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana 
dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan 
didukung oleh alat-alat penujang. 
Teori George C. Edward Edward III (Subarsono, 2011: 90-92) 
berpandangan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah krusial bagi public 
administration dan public policy. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat 
mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu 






baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan 
mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang di laksanakan dengan baik 
oleh para pelaksana kebijakan. Pelaksanaan Kebijakan dipengaruhi oleh empat 
variabel, yaitu:  
a. Komunikasi (communication) 
Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-
perintah dan arahan-arahan (informasi) dari sumber pembuat kebijakan 
kepada mereka-mereka yang diberikan wewenang dan tanggungjawab 
untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Edward menegaskan dalam 
melaksanakan kebijakan mengharuskan adanya kejelasan dan konsistensi 
sehingga kebijakan akan berjalan efektif, dan menghindari kontradiksi 
perintah untuk melaksakanan kebijakan.Komunikasi yang baik dapat diukur 
dari indikator yaitu: 
1) Transformasi informasi (tranmisi), yaitu kelancaran penyampaian 
perintah dan arahan (informasi) dari pihak pembuat kebijakan kepada 
para pelaksana. 
2) Kejelasan Informasi (clariting), yaitu kejelasan perintah dan arahan 
(informasi) yang disampaikan dari pihak pembuat kebijakan kepada 
para pelaksana. 
3) Konsistensi (consistency), yaituperintah dan arahan (informasi) dari 
pihak pembuat kebijakan yang diterima oleh pelaksana di lapangan. 






Sumber daya memiliki peran penting dalam melaksanakan kebijakan. 
Bagaimanapun jelasnya suatu perintah dan arahan dalam pelaksanaan, jika 
para pelaksana kebijakan yang bertanggungjawab menyelenggarakan 
kebijakan tersebut kekurangan sumberdaya untuk melaksakanan tugas 
secara efektif, maka pelaksanaan kebijakan tidak akan berhasil atau 
mengalamai kesulitan. Jadi sumberdaya merupakan faktor yang 
mempengaruhi terhadap pelaksanaan kebijakan. Indikator yang digunakan 
untuk mengukur keberhasilan adalah :  
1) Sumber daya Manusia, yaitu jumlah staf atau para pelaksana dan 
kemampuannya secara teknis maupun manajerial. 
2) Anggaran (budgetary), yaitu pendanaan atas kegiatan atau program yang 
akan dilaksanakan.  
3) Fasilitas (facility), yaitu dukungan dari sarana dan prasarana penunjang 
pelaksanaan kebijakan. 
4) Kewenangan (authority), yaitu wewenang para pelaksana dalam 
melaksanakan kebijakan.  
c. Disposisi (disposition) 
Menurut Edward disposisi adalah sikap pelaksana, yang diartikan sebagai 
kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan 
juga sebagai motivasi para pelaksana dalam melaksanakan kegiatanatau 
kebijakan. Kecendrungan perilaku dari pelaksana kebijakan berperan 
penting dalam mewujudkan kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan 






d. Struktur Birokrasi(bureaucratic structure) 
Menurut Edward, ada 2 karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-
presedur kerja ukuran-ukuran dasar atau SOP (Standart Operating 
Procedures), yaitu tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan 
sumber-sumber dari pelaksana serta keseragaman dalam bekerjanya 
organisasi-organisasi yang komplek dan tersebar luas, dan fragmentasi, 
yakni berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi. Perbedaan ini 
akan berpengaruh di dalam pelaksanaan kebijakan, seperti menghalangi 
perubahan-perubahan dalam kebijakan, memboroskan sumber-sumber, 
menimbulkan suatu tindakan yang tidak inginkan, menghalangi kondisi, 
membingungkan pejabat-pejabat pada yurisdiksi tingkat yang lebih rendah 
menyebabkan kebijakan-kebijkan berjalan dengan tujuan-tujuan yang 
berlawanan dan menyebabkan beberapa kebijakan menempati antara 
keretakan-keretakan batas-batas organisasi. 
Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses 
pelaksanaan, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu 
faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses pelaksanaan 
sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu : 
a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan; 
b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program 






c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung 
jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses 
pelaksanaan tersebut. 
2.3 Pelayanan Publik 
2.3.1 Pengertian Pelayanan Publik 
Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong 
menyediakan segala yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. 
Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim 
dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan 
manusia (Sinambela, 2010 : 3) 
Menurut Harbani Pasolong (2011 : 128) pelayanan pada dasarnya dapat di 
definisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan atau organisasi baik 
langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Moenir dalam 
(Harbani Pasolong, 2011 : 128) mengatakan pelayanan adalah proses pemenuhan 
kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung. Hasibuan mendefinisikan 
pelayanan sebagai kegiatan pemberian jasa dari satu pihak ke pihak lain. Di mana 
pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dilakukan secara ramah Tamah dan 
dengan etika yang baik sehingga pemenuhan kebutuhan dan kepuasan bagi yang 
menerima. 
Definisi pelayanan publik menurut KEPMENPAN Nomor 63 tahun 2003 
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah Segala 
kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik 






ketentuan perundang-undang. Hakekat pelayanan publik adalah pemberian 
pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban 
aparatur negara sebagai abdi masyarakat. 
Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik, “Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan 
jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan”. Ruang lingkup tersebut termasuk pendidikan, pengajaran, pekerjaan 
dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, 
jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan 
sektor strategis lainnya. 
Berdasarkan penjabaran mengenai pengertian pelayanan publik 
tersebut,pelayanan publik merupakan setiap kegiatan pelayanan yang diberikan 
oleh pemerintah kepada masyarakat baik pelayanan barang publik maupun jasa 
publik. 
2.3.2 Tujuan Pelayanan Publik 
Tujuan pelayanan publik (Juliantara 2005;10) adalah memuaskan atau 
sesuai dengan keinginan masyarakat/pelanggan pada umumnya. Untuk mencapai 
hal ini diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 
masyarakat. Kualitas/mutu pelayanan adalah kesesuaian antara harapan dan 
keinginan dengan kenyataan. Dan Hakekat dari pelayanan publik adalah pemberian 
pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban 
aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. 






1) Bukti fisik (tangibles) yaitu penampakan fisik dari gedung peralatan, 
pegawai dan fasilitas-fasilitas yang lain yang dimiliki oleh penyedia 
layanan.  
2) Daya tanggap (reability) adalah kemampuan untuk menyelenggarakan 
layanan yang dijanjikan secara akurat.  
3) Responsivitas (responsiveness) kerelaan untuk menolong pengguna 
jasa(masyarakat)penyelenggaraan pelayanan yang ikhlas.  
4) Jaminan (assurance) artinya pengetahuan dan kesopanan para pekerja 
dan kemampuan mereka dalam memberikan kepercayaan kepada para 
masyarakat atau pengguna jasa. 
5) Kepedulian (empathy) merupakan suatu perlakukan atau perhatian 
pribadi yang diberikan oleh penyedia layanan yaitu petugas kepada 
pengguna jasa. 
2.3.3 Standar Pelayanan Publik 
Standar pelayanan publik adalah suatu hal yang sangat berhubungan dengan 
kualitas, Kualitas pelayanan pada masyarakat merupakan salah satu masalah yang 
mendapatkan perhatian serius oleh aparatur pemerintah. Agar kualitasnya baik kita 
harus mengikuti prosedur standar pelayanan publik, penyelenggaraan pelayanan 
publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan 
adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Hal ini dibuktikan dengan 
diterbitkannya Standar Pelayanan Publik Menurut KEPMENPAN Nomor 25 Tahun 






1) Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan 
kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;  
2) Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang 
diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis 
pelayanannya;  
3) Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang 
memberikan pelayanan (nama, jaabatan, serta kewenangan dan tanggung 
jawabnya;  
4) Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam 
memberikan pelayanan terutama terhadap konsitensi waktu kerja sesuai 
ketentuan yang berlaku;  
5) Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan 
tanggung jawab petugas dalam pnyelenggaraan dan penyelesaian 
pelayanan;  
6) Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkatan keahlian dan keterampilan 
yang dimiliki petugas dan memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada 
masyarakat;  
7) Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan 
dalam waktu yang telah ditentukan unit penyelenggaraan pelayanan;  
8) Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan 






9) Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan prilaku petugas dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta 
menghargai dan menghormati;  
10) Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap 
besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan 
11) Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan 
dengan biaya yang telah ditetapkan;  
12) Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai 
dengan ketentuan yang telah ditetapkan 
13) Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan 
yang bersih, rapi, teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada 
penerima pelayanan; dan  
14) Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit 
penyelenggaraan pelayanan atau sarana yang digunakan, sehingga 
masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-
resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan. 
2.4 Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan 
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah 
ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib 
daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sedangkan Angkutan 
Massal Berbasis Jalan adalah suatu sistem angkutan umum yang menggunakan 
mobil bus dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan 






perkotaan. Standar pelayanan minimal SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan 
Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada 
masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Standar 
pelayanan minimal memiliki nilai yang sangat strategis bagi pemerintah (daerah) 
maupun bagi masyarakat (konsumen), adapun nilai strategis itu adalah sebagai 
berikut:  
a. Bagi pemerintah daerah Standar Pelayanan Minimal dapat dijadikan sebagai 
tolak ukur (benchmark) dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk 
membiayai penyediaan pelayanan. 
b. Bagi masyarakat Standar Pelayanan Minimal dapat dijadikan sebagai acuan 
mengenai kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik yang disediakan 
oleh Pemerintah Daerah. Manfaat standar pelayanan bagi masyarakat adalah 
agar masyarakat di daerah memiliki jaminan untuk memperoleh pelayanan 
yang dapat memenuhi kebutuhan minimalnya maka pemerintah pusat perlu 
membuat kebijakan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus 
dipenuhi oleh daerah. Melalui SPM pemerintah dapat menjamin warga 
dimanapun mereka bertempat tinggal untuk memperoleh jenis dan mutu 
pelayanan yang minimal sama seperti yang dirumuskan dalam standar 
pelayanan minimal (SPM). 
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 27 
Tahun 2015 tentang standar pelayanan minimal angkutan umum massal berbasis 






a. Keamanan , yaitu standar minimal yang harus dipenuhi untuk  terbebasnya 
pengguna jasa dari gangguan perbuatan melawan hukum dan rasa takut.  
b. Keselamatan , yaitu standar minimal yang harus dipenuhi untuk 
terhindarnya dari resiko kecelakaan yang di sebabkan oleh faktor manusia, 
sarana dan prasarana 
c. Kenyamanan , yaitu standar minimal yang harus dipenuhi untuk 
memberikan suatu kondisi nyaman, bersih, indah dan sejuk yang dapat 
dinikmati oleh pengguna jasa  
d. Keterjangkauan , yaitu standar minimal yang harus dipenuhi untuk 
memberikan kemudahan bagi pengguna jasa mendapatkan akses Angkutan 
Massal Berbasis Jalan dan tariff yang terjangkau. 
e. Kesetaraan , yaitu standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan 
perlakuan khusus berupa aksesbilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas 
pelayanan bagi pengguna jasa penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-
anak, dan wanita hamil. 
f. Keteraturan , yaitu standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan 
kepastian waktu pemberangkatan dan kedatangan mobil bus serta 
tersedianya fasilitas informasi perjalanan bagi pengguna jasa. 
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
pelayanan publik, Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai 
pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan 
sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka 






Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005, Standar 
pelayanan mengatur aspek input (masukan), process (proses), output (hasil) 
dan/atau manfaat. Input penting untuk distandarisasi karena kuantitas dan kualitas 
dari input pelayanan berbeda-beda antar daerah. Hal ini sering menyebabkan 
ketimpangan antar daerah. Standar proses pelayanan juga penting untuk diatur. 
Standar proses dirumuskan untuk menjamin pelayanan publik di daerah memenuhi 
prinsip-prinsip penyelenggaraan, prinsip-prinsip penyelenggaraan layanan meliputi 
transparan, non-partisipan, efisien dan akuntabel. Standar output pelayanan sangat 
penting diatur. Standar output dapat digunakan untuk menilai apakah sudah 
memenuhi standar yang telah ditetapkan atau belum. Penentuan standar output 
harus memperhatikan tujuan dan nilai yang ingin diwujudkan dalam 
penyelenggaraan layanan dan juga kapasitas yang dimiliki setiap daerah. 
Berdasarkani uraian di atas, dapat dikatakan bahwa Standar Pelayanan 
Minimal adalah patokan pelayanan secara minimal yang dapat digunakan sebagai 
acuan dan harus dipenuhi oleh penyelenggara baik aspek input, process dan output. 
2.5 Trans Metro Pekanbaru 
Trans Metro Pekanbaru merupakan sebuah transportasi bus rapid transit 
cepat yang terdapat di kota Pekanbaru. Pemerintah kota Pekanbaru telah  
mengoperasikan jasa angkutan publik Trans Metro Pekanbaru berdasar Surat 
Keputusan Kementerian Perhubungan No KP. 111 tahun 2009. Trans Metro 
Pekanbaru ini telah diresmikan penggunaannya oleh Mantan Walikota Pekanbaru, 
Bapak Drs. H. Herman Abdullah pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2009. Trans 






sudah beroperasi melalui beberapa koridor di pekanbaru.Tujuan dikembangkannya 
Trans Metro Pekanbaru adalah untuk meningkatkan pelayananan transportasi yang 
lebih baik kepada masyarakat dengan menciptakan sistem angkutan umum yang 
efisien, berkualitas dan berkelanjutan sehingga dapat mendukung penyelenggaraan 
lalu lintas angkutan jalan yang aman, nyaman, cepat, lancar serta dapat diandalkan. 
Bus Trans Metro Pekanbaru menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan 
sehingga bisa mengurangi tingginya polusi, berkapasitas 33 penumpang duduk dan 
32 penumpang berdiri serta beberapa tempat untuk penumpang penyandang cacat 
yang menggunakan kursi roda dan dilengkapi AC, serta mengutamakan keamanan 
dan kenyamanan penumpang. 
2.6 Penelitian Terdahulu 

























Bus Trans Metro Pekanbaru 
kurang melakukan pengawasan 
dengan baik dan tepat dibagian 
operasionalnya yang 






























(Jurnal 2017 ) 
Tarif  angkutan penumpang  
yang  layak baik    dari    sisi 
penumpang    maupun 
angkutan umum terpilih adalah 
dengan nilai   tariff sebesar  
Rp.  4000-Rp.5000, Kondisi  















 keterjangkauan membayar 
(TMP)     sebesar     72%     dan     
tingkat kerelaan membayar 



















kualitas pelayanan dapat dinilai 
dari persepsi penumpang 
dengan menggunakan   tiga 
faktor. Faktor pelayanan  
waktu   menjadi   faktor 
pelayanan yang     harus     
segera dievaluasi  oleh  pihak  
Trans  Metro Karena 
performanya   yang   masih 
rendah dari ekspektasi atau 
kebutuhan  dari  penumpang.  
Selain itu,  faktor  teknis  
pelayanan  Trans Metro  
Pekanbaru dan faktor 
pelayanan karyawan dapat  
dikatakan telah memenuhi 
kebutuhan konsumen. namun   
untuk masa    yang    akan    
datang    masih diperlukan 
evaluasi kembali karena 
pelayanan jasa bersifat terus 
menerus  dan  menghasilkan  
sesuatu yang   berbeda   dengan   
pelayanan suatu    produk     





























Bus Trans Bandar Lampung 
atau sering kita sebut sebagai 
BRT ini, tidaklah feasible 
untuk dioperasikan dengan 
manajemen yang berlaku saat 
ini. Untuk meningkatkan load 
factor kendaraan, pemerintah 
harus mengambil kebijakan 
strategis, yakni; pengurangan 
jumlah angkot yang beroperasi 
di koridor Rajabasa - Sukaraja, 
mengalihkan angkot pada jalur 
lain yang belum terakses, 
penetapan jam lewat mobil, 
dan membatasi penggunaan 
kendaraan pribadi. Peran 
pemerintah untuk membantu 

















diperlukan. Mengingat BRT 
sendiri adalah solusi untuk 
mengurangi kemacetan lalu 
lintas di kota Bandar Lampung 
ini. 
 
2.7 Pelayanan Publik Dalam Pandangan Islam 
Dalam Islam terdapat kaidah-kaidah fiqih yang mengatur tentang 
kemaslahatan hidup manusia. Salah satu kaidah fiqih yang ditetapkan Imam As 
Syafi’i yaitu: 
اِعيَِّة َمنُْوٌط بِاْلَمْصلََحةِ  َمِام َعلَى الرَّ ُف اْْلِ  تََصرُّ
Artinya “Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan 
kemaslahatan." 
Maksud nya adalah tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh 
pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk 
golongan atau untuk diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengemban 
kesengsaraan rakyat. 
Pemimpin merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah perkumpulan 
ataupun suatu badan. Karena tanpa seorang pemimpin maka suatu perkumpulan 
tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini juga ditegaskan oleh Nabi dalam salah satu 
haditsnya yang intinya bahwa tiap-tiap manusia itu memimpin dirinya sendiri dan 
dimintai pertanggung jawabannya. 
 ُكلُُّكْم َراعٍ َوُكلُُّكْم َمْسئُْوٌل َعْن َرِعيَّتِهِ 
Artinya “Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin 








Salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh seorang penguasa adalah 
memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan. Maka jika kita 
berpegang kepada kaidah diatas, apa yang akan diputuskan oleh seorang pemimpin 
atau kebijakan apa yang akan diambil haruslah memiliki orientasi yang baik, yan 
membawa kemashlahatan kepada yang dipimpinnya.  
Oleh karena itu seorang pemimpin rakyat memiliki hak penuh terhadap 
rakyatnya, maka seorang pemimpin memiliki kewajiban membawa rakyatnya 
kepada kedamaian dan dalam memerintah harus menimbulkan kemaslahatan. 
Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau petugas publik 
harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri 
sendiri. 
Melayani manusia dengan sebaik-baiknya bukanlah hanya tugas pemimpin 
atau petugas publik yang telah diberikan amanah oleh negara. Pada hakikatnya 
semua kita memiliki kewajiban yang sama. Akan tetapi, mengingat tidak semuanya 
memiliki jiwa dan kemampaun yang seragam, diatur tugas pelayanan publik oleh 
instansi tertentu agar fungsi dan tujuan negara tercapai, berikut firman allah tentang 
pelayanan publik. 
ِلِم اْلغَْيِب َوقُِل اْعَملُوا فََسيََرى اللَّهُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ َواْلُمْؤِمنُونَستَُردُّوَن إِلَٰى َعا
 َ  َوالشََّهادَةِ فَيُنَبِّئُُكْم ِبَما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن
Artinya: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang 
mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 






diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”(QS. 
AtTaubah:105) 
Substansi pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang 
dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk 
memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai 
tujuan tertentu. Pelayanan masyarakat mencerminkan pendekatan seutuhnya dari 
seorang pegawai kepada masyarakat adalah sikap menolong, bersahabat, dan 
profesional dalam memberikan pelayanan administratif barang dan jasa yang 
memuaskan masyarakat Melayani masyarakat dengan baik adalah merupakan 
tanggung jawab bagi semua pegawai. Dengan demikian maka setiap pegawai harus 
melayani masyarakat dan mempelajari cara meningkatkan keterampilan untuk 
melayani.  
Hidup ini bukan hanya untuk diri sendiri sehingga lebih mementingkan hajat 
semata, tetapi hakikat kehidupan adalah menjadi abdi yang dapat berguna 
sebanyak-banyaknya bagi orang lain sebagai bentuk manifestasi khaira ummah 
(umat yang terbaik). 
2.8 Indikator Penelitian 
Indikator penelitian diambil berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan 
Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal 
Angkutan Massal Berbasis Jalan. 
Tabel 2.2 Indikator Penelitian 
Variabel Indikator Sub Indikator 
Standar Pelayanan Minimal 
Angkutan Massal Berbasis 
Keamanan a. Halte dan fasilitas 






Jalan (Perhubungan no 27 
Tahun 2015) 
b. Bus dan fasillitas 
pendukung bus 
Keselamatan a. Manusia  
b. Bus  
c. Prasarana  








Kenyamanan a. Halte dan fasilitas 
pendukung halte  
b. Bus dan fasillitas 
pendukung bus 
Kesetaraan a. Kursi prioritas  
b. Ruang khusus untuk 
kursi roda  
c. Kemiringan lantai dan 
tekstur khusus 
Keteraturan a. Waktu tunggu  
b. Kecepatan perjalanan 
c. Waktu berhenti di halte 
d. Informasi pelayanan 
e. Informasi waktu 
kedatangan bus 
f. Informasi halte yang 
akan dilewati  
g. Ketepatan dan kepastian 
jadwal kedatangan dan 
keberangkatan mobil/ 
bus 
h. Informasi gangguan 
perjalanan bus 
i. Sistem pembayaran 
 






2.9 Kerangka Pemikiran 
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
 
Sumber : Data Olahan Penulis  2019 
2.10 Definisi Konsep 
Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk 
menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang 
menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial (Singarimbun, 2006:33). Adapun batasan 
definisi konsep tersebut adalah: 
1. Pelaksanaan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan Pemerintah  yang 
diarahkan untuk  tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan 
kebijakan. 
2. Pelayanan Publik adalah segala rangkaian atau kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat yang diberikan pemerintah 
baik barang ataupun jasa. 
Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor 27 tahun 2015
tentang Standar Pelayanan Minimal 



















3. Standar Pelayanan Minimal adalah penyelenggaraan Angkutan Massal 
Berbasis Jalan mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh 
setiap Pengguna Jasa Angkutan Massal Berbasis Jalan secara minimal. 
4. Angkutan Massal Trans Metro Pekanbaru merupakan sebuah transportasi 
bus rapid transit cepat yang terdapat di kota Pekanbaru dengan 
menggunakan bus pada trayek/lajur yang telah ditetapkan untuk 
memberikan pelayanan Angkutan Umum Massal yang efisien, berkualitas 
dan berkelanjutan di bidang transportasi sehingga dapat mendukung 
penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan yang aman, nyaman, cepat, 








3.1 Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif dengan 
metode kualitatif dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai 
masalah yang diteliti, mengidentifikasi dan menjelaskan data yang ada secara 
sistematis. Jenis penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apaapa yang 
saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis 
dan menginterprestasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi. (Mardalis,2010 
:26) 
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 
(UPTD Pelayanan Angkutan Perkotaan) yang beralamat di Jl. Dr Sutomo No 88. 
Alasan Penulis mengambil lokasi penelitian tersebut dikarenakan Dinas 
Perhubungan Kota Pekanbaru (UPTD Pelayanan Angkutan Perkotaan) memegang 
peranan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan Pengelolaan Angkutan 
Massal Trans Metro Pekanbaru.Serta adanya kemudahan dan ketersediaan data 
Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (UPTD Pelayanan Angkutan Perkotaan) yang 
dapat mendukung kelancaran penulisan. 
Adapun penelitian ini diadakan pada bulan Febuari 2020 sampai dengan Juli 







3.3 Sumber Data 
Dalam penelitian ini data diperoleh dengan menggunakan data primer dan 
data sekunder: 
a. Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dan sumber 
pertama atau aslinya atau dengan kata lain perolehan data melalui kegiatan 
menulis secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang 
lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti (Suryabrata, 2013 : 39) 
Data primer didapatkan dari proses wawancara dengan cara membuat daftar 
pertanyaan yang berkaitan dengan masalah penelitian. 
b. Data sekunder yaitu data dimana penulis memperoleh informasi, 
keterangan-keterangan berasal dari dokumen, laporan dan arsip yang 
ditetapkan dari pihak terkait yang mendukung dan melengkapi data–data 
yang penulis perlukan. 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data 
menggunakan jenis sumber data yang diperoleh secara lisan dan tertulis. Adapun 
teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:  
a. Observasi  
Menurut meleong (2005 : 174) yaitu pengumpulan data yang dilakukan 
dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian 
melalui cara yang sistematik. Teknik ini akan membawa peneliti dan dapat 
menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek peneliti, dan dapat 






meyakinkan peneliti bahwa subjek tersebut dapat menjadi sumber data bagi 
penelitian. 
b. Wawancara 
Menurut Meleong (2005 : 186) wawancara adalah percakapan dengan 
maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu wawancara 
yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 
c. Dokumentasi  
Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal – hal atau variabel yang 
berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 
lengger agend dan sebagainya. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini, 
berupa foto – foto mengenai wawancara dan lain – lainnya. 
3.5 Informan Penelitian 
Informan (narasumber) adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan 
informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Meleong, 2005 : 
97). Dalam  menentukan informan penulis menggunakan teknik Purposive 
Sampling yaitu  dimana peneliti memilih key informant dan informan penunjang, 
dengan teknik penarikan sampel yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Kriteria 
untuk menentukan Informan Penelitian antara lain yang mengetahui dan terlibat 
langsung dalam objek penelitian, dapat diwawancarai dan menjawab pertanyaan 











1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perhubungan Kota 
Pekanbaru 
1 
2. Petugas halte bus Trans Metro Pekanbaru 1 
3. Masyarakat pengguna bus Trans Metro Pekanbaru 6 
Jumlah 8 
Sumber : Data Olahan Penulis 2019 
3.6 Teknik Analisis Data 
Menurut sugiyono (2014 : 60) analisis data adalah proses mencari dan 
menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-
bahan lain secara sistematis sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat 
diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis 
data deskriptif kualitatif. 
Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menganalisis data menurut 
Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2014 : 246-252) yaitu: 
a. Reduksi data 
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 
demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 
jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 







b. Penyajian data 
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 
data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 
bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 
sejenisnya. Akan tetapi yang paling sering digunakan untuk menyajikan 
data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 
Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami 
apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 
telah dipahami tersebut.  
c. Penarikan kesimpulan 
Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 
kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 
bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat 
yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 
kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti 
yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan 








GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
4.1 Sejarah Perkembangan Kota Pekanbaru  
Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu 
dipimpin oleh seorang kepala suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang 
menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun 
Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. 
 Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan 
penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi 
Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi 
silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. 
Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Tera tak 
Buluh (Sungai Kelulut). Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang 
strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting. 
 Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. 
Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau 
membangun di kampung bukit dan diperkirakan Istana tersebut terlatak disekitar 
lokasi Masjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau 
pasar di Senapelan namun tidak berkembang. 
Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda 
Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazam syah 
meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Palabuhan Pekanbaru sekarang akhirnya 






 populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 
1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Jalil 
Muazam syah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan 
sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.  
Sejak ditinggal oleh Sultan Muhamad Ali Abdul Jalil Muazam syah, 
penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat 
Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk 
Kampar, mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar 
, Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya 
Pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.  
Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu 
mengalami perubahan : 
1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 10 
Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.  
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar kiri dipimpin oleh seorang 
Controleor berkedudukan di Pekanbaru.  
3. Tanggal 8 Maret 1942 Peknbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer 
Go Kung, Distrik menjadi GUM yang diKepalai oleh GUNCO. 
4. Ketetapan Gubernur Sumatra di Medan tanggak 17 Mei 1946 No. 103, 
Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut haminta atau Kota B.  
5. UU No. 22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten 






6. UU No 8 Tajun 1956 menyempurnakan status Kota Peknbaru sebagai Kota 
Kecil.  
7. UU No 1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Peraja  
8. Kepemendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi 
Ibukota Provinsi Riau.  
9. UU No 18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan kota madya Pekanbaru.  
10. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kota Madya 
berubah menjadi Kota Pekanbaru. 
4.2 Wilayah Geografis Kota Pekanbaru 
4.2.1 Letak dan Luas 
Kota Pekanbaru terletak antara 101◦14’-101◦34’ Bujur Timur dan 0◦25’- 
0◦45’ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. 
Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian 
berkisar antar 5-11 meter. 
Berdasarkan Peraturan Pemeritah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 
1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², 
terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 kelurahan/Desa dari hasil pengukuran/pematokan 
dilapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah kota Pekanbaru 
adalah 632,26 Km².  
Dengan meninggalkan Kegiatan pembangunan menyebabkan 
meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya 
meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan 






tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah 
Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru N0. 4 Tahun 2003 menjadi 12 
Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 
Kelurahan/Desa. 
4.2.2 Batas 
Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota: 
a. Sebelah Utara  : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar  
b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan 
c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan  
d. Sebelah Barat  : Kabupaten Kampar 
4.2.3 Sungai 
Kota Pekanbaru dibelah oleh sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur, 
Memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai Umban Sari,Air Hitam, Siban, 
Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. 
Sungai Siak juga merupakan jalur Perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat 
pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.  
4.2.4 Iklim 
Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara 
maksimum berkisar antara 34,1◦C-35,6◦C dan suhu minimum antara 20,2◦C23,0◦, 
curah hujan antara 38,6-435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar:  







b. Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus Kelembapan Maksimum 
antara 96%-100% Kelembapan minimum antara 46%-62%. 
4.3 Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 
Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdiri pada tanggal 28 Oktober 
1988 sesuai dengan surat keputusan menteri perhubungan sebagai instansi yang 
melaksanakan tugas serta fungsi dalam memajukan kehidupan masyarakat di sektor 
perhubungan baik darat,laut dan Udara dalam rangka memajukan perekonomian di 
Indonesia Khusunya Kota Pekanbaru sebagaimana yang tertuang dalam tujuan 
perhubungan Nasional, Dinas ini dulunya bernama Dinas LLAJ ( Lalu Lintas 
Angkatan Jalan), kemudian adanya UU No.22 tahun 1999 dan PP No.25 tahun 2000 
yang menjadu dasar dari Otonomi daerah, terbitlah Perda No.7 tahun 2001 
membuat Dinas ini berganti nama menjadi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. 
Penyempuranaan UU No. 22 tahun 2007,PP No 41 tahun 2007, Perda No. 8 
tahun 2008 dan Perwako No.8 tahun 2009 akhirnya mengganti nama Dinas ini 
menjadi Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Pekanbaru atau 
Dishubkominfo Kota Pekanbaru. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang nomor 32 
Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dimana penyelenggara otonomi daerah 
adalah pelimpahan kekusaan pemerintah, Pemerintah Pusat kepada Pemernitah 
Daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri secara mandiri.  
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru 
mempunyai tugas dan melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas  






serta untuk melaksanakan wewenang serta tanggung jawab yang di berikan oleh 
Pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi.  
Bidang Perhubungan memiliki kontribusi yang sangat vital dan berdimensi 
strategis bagi pembangunan mengingat sifatnya sebagai penggerak dan pendorong 
kegiatan pembangunan serta sebagai perekat kesenjangan antar wilayah, selain itu 
ciri utama aktivitas transportasi adalah tidak mengenal batas wiayah adminitrasi 
sehingga secara sistematik penyelenggaraanya tidak bisa dipisah-pisahkan antara 
satu dengan yang lain karena masih dalam wilayah administratif. 
4.4 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 
 Adapaun yang menjadi Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 
adalah sebagai berikut: 
a. Visi  
“Terwujudnya tingkat kualitas pelayanan dan penyediaan jasa Tranportasi, 
Pos dan Telekomunikasi yang lengkap, menyeluruh, handal dan 
terjangkau”, visi ini mempunya makna : Dinas Perhubungan Komunikasi 
dan Informatika dalam melaksanakan tugasnya mempetahankan pelayanan 
yang sudah diberikan, juga akan berusaha untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan secara terus menerus dan berkesinambungan sesuai dengan 
pertumbuhan dan perkembangan kota disesuaikan dengan perkembangan 
teknologi dan kebutuhan, serta selalu berkoordinasi dengan dinas/instansi 
terkait dalam mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan aspirasi 







b. Misi  
Untuk mewujudkan Visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 
Kota Pekanbaru, maka Visi tersebut dijabarkan menjadi empat buah Misi 
yang diemban yaitu:  
1. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang 
berkualitas dan profesional. 
2. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesabelitas dan 
tingkat kualitas pelayanan perhubungan.  
3. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, 
sarana system jaringan transportasi. 
4. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan oprasional 
perhubungan. 
4.5 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 
 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Pekanbaru maka Dinas Perhubungan 
Kota  Pekanbaru mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: 
A. Kedudukan 
1. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru merupakan unsur pelaksanaan 
Pemerintah Kota Pekanbaru.  
2. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang Kepala 
Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota 







B. Tugas Pokok 
Dinas Perhubungan mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan otonomi 
daerah di bidang perhubungan.  
C. Fungsi 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas 
Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai fungsi:  
1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Perhubungan Kota Pekanbaru.  
2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.  
3. Pembinaan terhadap Unit pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas  
di bidang Perhubungan Kota Pekanbaru.  
4. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas. 
Sedangkan fungsi dinas dalam rangka menyelanggarakan rincian tugas 
tersebut diatas adalah:  
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan, komunikasi dan 
informatika.  
2. Penyelengaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum.  
3. Panyusunan rencan kerja, pemantauan dan evaluasi  
4. Pembinaan dan pelaporan. 
5. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas. 
Adapun peran serta rencana strategis dalam pelaksanaan tugas,pokok dan 
fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah agar pelaksanaan 
Pembangunan dan pengemabangan sektor Perhubungan dapat berlangsung secara 






(Renstra) dengan adanya Renstra diharapkan terasedia pedoman serta arah 
kebijakan yang hendak dicapai oleh Dinas yang dalam hal ini dituangkan dalam 
program lima tahunan, Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas 
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru mengambil kebijakan-
kebijakan, yaitu sebagai berikut:  
a. Memberikan kesempatan kepaada seluruh pegawai yang berada di 
lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota 
Pekanbaru untuk memperoleh pelatihan dan pendidikan teknis baik 
dibidang perhubungan maupun Kesekretariatan.  
b. Melakukan pengajuan rekruitmen tenaga yang memiliki potensi dan 
kemampuan teknis dibidang perhubungan.  
c. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat 
dengan keterpaduan pemberian beberapa perizinan dan rekomendasi bidang 
perhubungan pada pelayanan satu atap, yaitu badan pelayanan terpadu.  
d. Pengembangan sistem transportasi perkotaan yang bersifat massal dan 
menjadi angkutan pemadu moda trasnportasi. 
e. Peningkatan kualitas pelayanan transportasi melalui manajemen dan 
rekayasa lalu lintas yang juga meliputi sarana dan prasaranaya.  
f. Peningkatan peran serta masyarakat, pengusaha kecil, menengah dan 
koperasi.  
g. Peningkatan kesadaran masyarakaat dalam mewujudkan tata tertib berlalu 
lintas dan melaksnakan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan kepada 






h. Memperluas jangkauan jarngan pelayanan melalui komunikasi dan 
informasi yang luas sampai ke pelosok kota.  
i. Penertiban terhadap kendaraan angkutan penumpang dan barang yang tidak 
laik jalan, tidak memiliki izin, dan melanggar tata tertib berlalau lintas. 
Uraian Tugas UPTD Pelayanan Angkutan Perkotaan 
A. Kepala Pelayanan Angkutan Perkotaan  
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2009, UPT 
PAP memiliki uraian tugas sebagai berikut:  
1. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan 
menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan. 
2. Mengatur dan mengelola pelayanan angkutan perkotaan / Trans Metro 
Pekanbaru 
3. Melakukan pengaturan, pengendalian dan prasarana dan peralatan 
penunjang lainnya  
4. Melakukan pemeliharaan prasarana dan sarana dan peralatan penunjang 
lainnya 
5. Melaksanakan program kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) di 
lingkungan angkutan perkotaan / Trans Metro Pekanbaru  
6. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau pihak lain 
dalam rangka pemanfaatan pelayanan angkutan umum  
7. Melaksanakan pengelolaan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) 






8.  Melaksanakan pungutan hasil operasional pengelolaan pelayanan 
angkutan dan fasilitas penunjang lainnya 9) Menyetorkan hasil pungutan 
retribusi dan sewa kepada bendaharawan penerima untuk disetorkan ke kas 
daerah  
9. Menyiapkan kebijakan operasional sesuai dengan tugas dan kewenangan 
di bidang pengelolaan angkutan perkotaan 
10. Melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas 
11.  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugasnya  
B. KASUBBAG Pelayanan Angkutan Perkotaan 
 Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2009, 
KASUBBAG UPT PAP memiliki uraian tugas sebagai berikut: 
1. Memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur dilingkungan 
UPTD; 
2. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan;  
3. Mewakili Kepala UPTD apabila bersangkutan berhalangan atau tidak 
berada ditempat;  
4. Melaksanakan pelayanan urusan dalam pada Kantor UPTD;  
5. Menyusun kebutuhan perbakalan dan materi di lingkungan UPTD; 60 
6. Melaksanakan kegiatan kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan 







4.6 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan 
Dari beberapa pembahasan dan serangkaian hasil analisis yang telah penulis 
lakukan pada Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor  27 Tahun 2015 
Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan pada Trans 
Metro Pekanbaru sebagai berikut: 
1. Bahwa Analisis Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 
Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal 
Berbasis Jalan pada Bus Trans Metro Pekanbaru diukur dengan 
menggunakan indikator yang terdiri dari 6 indikator yaitu : Keamanan, 
keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan 
dinilai BELUM OPTIMAL. Karena dari 6 indikator, 5 diantaranya belum 
terlaksana sepenuhnya.Seperti tidak beroperasinya lampu penerangan 
disetiap halte, tidak adaya petugas keamanan disetiap halte, tidak adanya 
stiker informasi gangguan keamanan yang terpasang disetiap halte lalu tidak 
tersedianya tempat sampah disetiap halte, tidak adanya fasilitas khusus 
untuk masyarakat berkebutuhan khusus di halte Trans Metro Pekanbaru, dan 
tidak terlaksananya waktu kepastian penumpang dalam menunggu bus 
Trans Metro Pekanbaru. 
2. Berdasarkan hasil analisa dan temuan serta pembahasan bab – bab 
sebelumnya peneliti juga menyimpulkan bahwa Faktor-faktor yang 






Angkutan Massal di Kota Pekanbaru diantarannya adalah; Sumber Daya, 
Agen Pelaksana, Komunikasi antar Organisasi dan aktivitas pelaksanan 
6.2  Saran 
Untuk Dinas Perhubungan : 
1. Diharapkan Trans Metro Pekanbaru akan menjadi alternative jasa 
angkutan massal yang dapat memberikan pelayanan optimal dan 
berkelanjutan sesuai dengan tujuan diadakannya Trans Metro 
Pekanbaru.  
2. Penulis menyarankan agar lampu penerangan pada halte lebih 
diperhatikan dan mengikuti Standar Pelayanan Minimal Angkutan 
Massal Berbasis Jalan yakni 95% sesuai standar teknis. Dan 
memberikan besi pegangan tangga disetiap halte untuk memudahkan 
penumpang saat naik dan turun bus walaupun besi pegangan tangga ini 
tidak terdapat didalam sub indikator pada standar pelayanan 
minimal,Hal ini agar pengguna jasa tetap merasakan kenyamanan pada 
saat menggunakan Trans Metro Pekanbaru. 
Untuk Pemerintah dan Pihak Pengelola Bus Trans Metro : 
1. Dalam hal ini diharapkan kepada pemerintah dan pihak pengelola untuk 
meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar kehadiran Trans 
Metro Pekanbaru dapat diketahui dan menyebar secara merata 
dikalangan masyarakat. Dengan cara masuk bersosialisasi di kampus-
kampus, kantor-kantor dan tempat-tempat keramaian. Sehingga 






layanan ini, dan informasi soal jadwal, alur layanan, serta rute-rute yang 
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(Berdasarkan indikator Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 
Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan 
pada Trans Metro Pekanbaru) 
C. Keamanan 
1. Apakah halte dan fasilitas pendukung halte yang tersedia sudah memenuhi 
standar pelayanan minimal angkutan umum massal berbasis jalan yang 
memberikan pelaanan keamanaan kepada pengguna bus? 
2. Apakah lampu penerangan, petugas keamanaan dan informasi gangguan 
keamanaan sudah tersedia dan beroperasi pada halte-halte Trans Metro 
Pekanbaru? 
D. Keselamatan 
1. Apakah pengemudi bus Trans Metro Pekanbaru sudah melakukan 
pekerjaanya sesuai dengan SOP pengoperasian kendaraan? 
2. Apakah ada sanksi untuk pengemudi yang melanggar atau tidakn sesuai 
dengan SOP pengoperasian kendaraan bus Trans Metro Pekanbaru? 
E. Kenyamanan 
4. Apakah halte dan fasilitas pendukung halte sudah memenuhi standar 
kenyamanan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal angkutan umum 







5. Apaka sajakah fasilitas kebersihan yang diberikan pengelola halte kepada 
pengguna bus Trans Metro Pekanbaru untuk memberikan rasa nyaman? 
F. Kesetaraan 
1. Apakah halte bus Trans Metro Pekanbaru menyediakan lantai yang miring, 
kursi prioritas dan tekstur khusus untuk memberikan pelayanan kesetaraan 
bagi penyandang cacat, usia lanjut dan ibu hamil? 
G. Keteraturan 
1. Apakah waktu tunggu pada bus Trans Metro Pekanbaru sudah sesuai dengan 
standar pelayanan umum massal? 
H. Keterjangkauan  
1. Bagaimana kemudahan yang diberikan oleh pengelola Trans Metro 
Pekanbaru untuk perpindahan penumpang antar koridor? 
2. Apakah sudah sesuai dengan standar pelayanan umum massal berbasis jalan 
yaitu maksimal 2 kali perpindahan? 
Faktor-Faktor yang Menghambat Kebijakan Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal 
Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan pada Trans Metro Pekanbaru 
1. Faktor – faktor apa saja yang menghambat kebijakan pengadaan fasilitas 
halte Trans Metro Pekanbaru? 
2. Dengan adanya hambatan ini apakah mempengaruhi pelayanan Trans Metro 












Dokumentasi 1. Peneliti dengan pihak Dinas Perhubungan Pekanbaru Unit 










































































RIWAYAT HIDUP PENULIS 
 
Monica Cintya Octari, Lahir di 
Pekanbaru pada tanggal 12 Oktober 1997. 
Anak kedua dari Tiga Bersaudara, dari 
pasangan ayahanda, Beni Irawan dan Ibu 
Gusniwati. Pendidikan Formal yang ditempuh 
oleh penulis adalah SDN 006 Pekanbaru, lulus 
pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan 
pendidikan di SMPN 13 Pekanbaru 2013, 
Setelah menyelesaikan pendidikan SMP, penulis melanjutkan pendidikan di 
SMAN 18 Jakarta  dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan 
pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil studi Administrasi 
Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir 
perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul “Analisis 
Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 
Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Massal Berbasis  
Jalan Pada Trans Metro Pekanbaru”.. Penulis dinyatakan lulus pada sidang 
munaqasyah tanggal 10 Agustus 2020 jurusan Adminstrasi Negara pada Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial  dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos). 
